DISKOMINFOSANDI BARUT PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
KONSTRUKSI GUNAKAN E-KATALOG

Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/

Muara Teweh (ANTARA) - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
(Diskominfosandi) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mulai mengadakan
proses pengadaan barang/jasa dan paket pekerjaan konstruksi bangunan fisik
menggunakan sistem katalog eletronik (e-katalog).

"Tahun ini kami mulai menerapkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang metode
pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi melalui sistem e-purchasing. Sebenarnya
terlambat, tapi setidaknya harus dimulai,” kata Kepala Dinas Kominfosandi Barito Utara
Mochamad Ikhsan di Muara Teweh, Selasa.

Menurut dia, di Barito Utara, Dinas Kominfosandi adalah yang pertama dan satu-
satunya menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa konstruksi bangunan fisik
dengan sistem e-purchasing atau biasa disebut dengan e-katalog.

Hal ini sesuai dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah atau LKPP Nomor 06 Tahun 2016 tentang katalog elektronik yang
mengharuskan sistem pengadaan barang/jasa melalui e-katalog.

"Ini untuk mendukung proses digitalisasi dan penggunaan aplikasi tata kelola
pemerintahan, sebagai leading penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)," katanya.

Ikhsan mengatakan bahwa beberapa tahun sebelumnya Diskominfosandi Barito
Utara sudah melaksanakan hampir semua jenis pengadaan barang dan jasa menggunakan
katalog elektronik.

"Namun untuk pengadaan barang/jasa konstruksi fisik masih menggunakan sistem
tender biasa melalui LPSE/UKPBJ," kata dia.

Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfosandi Barito Utara Munawar Khalil
menambahkan bahwa disamping regulasi, proses pengadaan barang/jasa konstruksi
menggunakan e-purchasing bertujuan untuk menyingkat waktu pelaksanaan yang terbatas
pada tahun ini.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah/Mayang B. Andoeska 1



"Jika harus melalui proses tender biasa, maka akan memakan waktu hampir 2-3
bulan. Sementara menggunakan e-purchasing katalog hanya sekitar dua pekan sudah
SP/kontrak," katanya.

Dia menyatakan pihaknya membangun gedung command center dua lantai yang
waktu pelaksanaannya 6 bulan ditambah waktu proses tender biasa, jika proses dimulai 1
bulan yang lalu, dipastikan akan kehabisan waktu.

Disamping efisiensi proses e-purchasing tentu lebih akuntabel, karena semua
tercatat secara elektronik. Sehingga, paradigma transformasi digital digaungkan lebih
terlihat nyata.

"Karena proses pengadaan e-katalog yang selama ini berorientasi ke barang,
sekarang menyasar juga ke jasa konstruksi,” kata Khalil yang memiliki sertifikat
kompetensi pengadaan barang/jasa e-purchasing konstruksi.
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Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pada
Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas
mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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